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Abstract

Democratic goaernance requires the existence of good
gonernance, human rights and demouacy. obtaining the
standards of democratic goaernance is needed by Indonesia
to be internationally accepted. Nonetheless, Indonesia's
record on human rights leads to the understanding that this
country has to pay highly attention on human rights, Fiue
elements can be contested to maluate the position of Indonesia
in achieaing the democrqtic goaernance.
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Democratic goaernance acap dipahami atas tiga ruang yang
dicakupnya: good glaernance, Hak Asasi Manusl (HAM)'dai
demokrasi. Indonesia seperti halnya mayoritas negara-negara lain di
dunia, sebagai contoh, berusaha memperbaiki pertimarrr-iyu dengan
berusaha membenahi ketiganya. Padi satu sisi, bila ketiga hal ini telah
dan berhasil dipenuhi, suatu negara akan dipandar,g rr,ui;alankan demo

' Naskah ini berdasar pada makalah yang disampaikan Nunung prajarto pada
Serial Workshop DEMOCRATIC coVgnNANCE'S: Gugatan ata"s Konsep Good
Governances, FISIPOL - uGM, yogyakart a, 16-lg septelbe r 2004.

" Penulisan ulang untuk kepentingan jurnal dilakukan oleh Kurniautan Kunto
Yuliarso dan Nunung Praiarto. Keduanya staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi,
FISIPOL _ UGM.
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cratic gnaernance secara Positif. Empat Penekanan yang terkandung di

dalam democratic goaernorc, seperti transparansi dan tanggung iawab,
kepatuhan pada it.t.ur, hukum, pelibatan partisipasi maksimal, dan

deientralisaii setidaknya sudah mewakili hal-hal yang harus dilakukan

suatu negara dalam menjalankan good Slaernance. Dua hal yang lain

yaitu puilit drrngan dan peningkatan HAM serta kepatuhan untuk

*"r,yuiu.,kan melanisme de*o[tusi idealnya akan m€mperkuat good

goaernance guna menuju ke democratic Soaernance (Alston, 1992; dan

Erinkerhof?, 2000). Suatu negara dengan democratic goaernance

dipandang layak terlibat dalam tata aturan baru berlingktP
internasional.

Di sisi yang lairu ada tiga hal krusial yang harus ikut dicermati.

Pertama, hakiki dari democratic gort nance sebagai sebuah remedi atau

curebagi negara-negara yang terjebak pada suatu transisi keadaan akan

kehilangu., Itu., beikutang maknat yJbitu negara-negara itu masuk ke

dalam tiansisi baru yang lain. Dengan kata lain perubahan dari satu

transisi ke transisi yang lain cenderung mengurangi makna utama demo-

cratic goaernance- Masa transisi , f ang mestinya dipandang masa

peratilian menuju ke situasi yang lebih balk, tidak dapat dipakai sebagai

u*un untuk tinggal landas dan membelenggu persoalan negara dari

waktu ke wakfkedua, sifat kondisional demouatic goaernance untuk

pemenuhan format-format bantuan lembaga atau negara donor

menghasilkan ketidaksetaraan hubungan antarnegara dan kadang

mengantar pada falsifikasi situasi nyata negara yang mendamba

bant;an. paaa tahap ini suatu negara cenderung hanya berusaha

mencapai persyaratan formal yang managed, made up dan structured,

walaupun^dalim kehidupan nyata tidaklah seperti gambaran yang

diberikan kepada negara itu.t lembaga donor. Ketiga, fokus perhatian

terhadap democratic*goaernance secara berlebihan berpotensi untuk
mengantar pada theTuh of the prTgram semata (Prajarto, 2003). Hal

yu.,g puling sering terjadi adalah peniruan atau pengopian suatu Pro-
gram yang suksei dijalankan suatu negara untuk diterapkan pada

i"guru baru tanpa memperhatikan kondisi sosial, politik dan budaya

,"f,*put dan abai padJ akibat-akibat negatif yang berkemungkinan

muncul.

Persoalan nampak memberat saat kebutuhan akan perluny a demo-

cratic goaernance disandingkan dengan kesanggupan Indonesia yang
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sejujurnya harus dikatakan kalau masih selalu berada dalam masatransisi. Walaupun persyaratan negatif sudah dipenuhi -berada pudu
masa transisi, perlu uluran lembaga atau negara dorror, membuat klaim
seba gai negara demokra tis, berusiha men; ulinkun g o o i go, er n Ance,serta
memperhatikan keluhan dan persoaran HAM-, keiiginln mewujudkan
d.r.y?ulric gouernance di Indonesia nampaknya -urin jauh untuk bisadilakukan' Relasi tak berimbang antara tlugu.u dan mas yarakat,sebagai
contoh, hanyalah salah satu hambatan iari sejumlah kendala y#g
dihadapi Indonesia.

Tulisan berikut akan menyajikan hambatan perwuju d,an democratic
goaernance di Indonesia, dengan berfokus padu p"tutrur,uul salah safu
ruang cakupannya yaitu Hak Asasi Manuiia.

Persoalan HAM

Definisi klasik dan menggejala dalam pemaknaan HAM yang
sering dipakai dan dikutip adalah:

A human riglt by definition is a uniaersal moral right, something which a1
men, eaeryuthere, at all times ought to haae, sometiing of which no one may
dEriaed w.ithout a gr?ve affront to justice, something inLn is owing to nery
human being simply because he fshe] is human(CrJnston, 1923: 36).

Dari definisi di atas dan sejumlah definisi lain yang diberikan
dalam mencermati HAM, pemahaman atas HAM selanlutnya disebut
sebagai berkarakter universal (untuk semua oran& waktu dan tem pat),dimiliki oleh semua manusia (chan, r99s:2g) lan harus dilakukan
oleh semua manusia (Prajarto, 2003: 377). Dari sisi karakter ini saja
sejumlah persoalan d-an gugatan atas HAM kemudian mengemuka.
Pertama tentang makna din aplikasi universalitas HAM. Kedua,
benarkah itu dapat dimiliki dan dilakukan oleh semua orang jika suatu
sistem politik tidak memberi ruang gerak yang memadai?

Sejumlah studi dan kajian yang dilakukan pemerhati hak asasi
manusia menga.ntar pada sejllra! penyebab munculnya gugatan atas
ide dan nilai universal HAM. Bila diieUuttan, gugatan umum terhadap
universalitas HAM adalah sebagai berikut: 

v v

(1) Nilai universal HAM berakar dari pemikiran filosofi dan filosof
Barat (western bias) dan dari keyakinan kalau semua orang
berpikir dalam corak yang seragam (Renteln , 1990: 47-s0).
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(Z) Beberapa hak yang termuat di dalam lJniaersal Declaration of

Human- Rights pada-dasamya tidak memenuhi persyaratan untuk

"aII timer';1chur,, 1995: Zl). Sebagai contoh, hak untuk memilih

wakil rakyat dan hak untuk menikah yang te_ntunya tidak
mungkin iiberlakukan pada semua umur. Atas dasar ini maka

karakter universal dipandang tidak memenuhi Persyaratan lagi'

(3) Beberapa hak yang terefleksikan dalam hak asasi manusia

cenderung berakar pada ideologi dan budaya liberal dengan

mengabulkun nilai-nilai komunitarian yang kemungkinan

dipuiyai oleh suatu negara dan masyarakat tertentu. Dengan k-lll
larn, suatu negara atau masyarakat tertentu pada dasamya memiliki

aturan sendiii dalam melindungi dan mengakui hak anggotanya'

(4) sejumlah negara Asia termasuk Indonesia memandang

universalitas HeVf sebagai bentuk agresivitas, imperialisme

kultural, hegemoni global, dan pendiktean Barat atas negara

berkembur,g"lch ur, {gg5,55; dan Caballero-Anthony, 1995: 40)'

Meskipun muncul sejumluh gtSutan- seperti_$is_elutkan di atas,

Freeman ILOOS:17) memiliki pandangan bahwa HAM hanya secara

kesejarahan saja berasal dari Blrat, namun tetap berkarakter universal

dan internasional: "Iegally international, philosophically uniaersal and

historically Western" .

Terlepas dari kecurigaan-kecurigaan dan pemikiran semacam

itu, hampir iemua negara, t-ermasuk Indonesia, untuk *Ti:*iflq
bersedia menerimu .rtrlrr".salitas HAM (Bhimo and wid adi, 1999: 775) '

Dalam Deklarasi Bangkok (zg Maret - 2 April 1993) sebelum the world

Conference on Human Figlrtt di Wina antara 14 dan 25 Juni 1'993, sebagai

contoh, tersirat penerimaan HAM universal ini meskipun Indonesia

tetap berharap uau perhatian terhadap beda latar belakang spesifik

(sejarah aan Uuduyu,'*italnya). Bila kenyataan yang terjadi pada tahul

Tggg itu ditarik ke masa sekaran$, tentu dapat dipertanyakan lebih

jauh apakah penerimaan terhadap ide dan nilai universal ini muncul

karena purr"ri*aan yang hakiki atas makna universal atau sekadar

untuk memenuhi persyaratan standar dalam hubungan antarnegara'

t penerimaan tentang ide universal HAM terlihat pada Tap MPR 5o' Xy111t"4PR/

7998
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Patut dicatat bahwa sejumlah negara, Australia sebagai contotu
memberi persyaratan tentang jaminan HAM yang maksimal untuk
menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Selain itu ada pula
kemungkinan bahwa penerimaan HAM universal dipengaruhi tten
tunfutan democratic goaernance.

Seiumlah negara j.tgu melangkah jauh dalam mencapai standar
internasional HAM, yang di antar anya dilakukan dengan mendirikan
Komisi Nasional untuk HAM.' Terlepas dari segata mJtivasi dan latar
belakang pendiriannya, Komisi Nasional HAM di sejumlah negara Asia
dan Pasifik kebanyakan didirikan atas saran Perserikatan nangsa-Bangsa
(United Nations) dengan bantuan dari negara-negara yang dipanding
.-rkrp maju implementasi HAM-nya. Hanya saja, sekali tagi aapai
dipertanyakan dasar penenfuan suatu negara, seperti Australia, sebagai
suatu negara yang memiliki catatan bagus tentang HAM karena dalam
kenyataarmya Pun Australia masih menghadapi sejumlah perrnasalahan
HAM. Selain pendirian Komisi Nasional HAM, sejumlah negara
kemudian menetapkan Action Plan, yang sekali lagi merupakan hasil
fotokopi dari program Action Plan yang dilakukan negara-negara
tertentu.

Namun persoalan tidak berhenti pada penerimaan universalitas
serta uPaya-uPayaPencapaian standar internasional HAM. Untuk kasus
Indonesia, definisi Cranston di depan barangkali perlu dilengkapi dan
dipertajam. Beberapa kejadian pelanggaran HAM di Indonesia
menunjukkan perlunya pemahaman HAM tidak sebatas karena hak
itu dipunyai oleh semua manusia, namun jrgu pelayanan terhadap hak
itu perlu dilakukan oleh semua manusia. Pada tingkatan lain, apiesiasi
terhadap HAM di Indonesia perlu pula dipertajam agar tidak iekadar
terfokus pada masalah-masalah HAM besar r"pu.ti pembunuhan,
perusakan massal dan genocide. Nilai-nitai HAM seha*snya diterapkan
s,ec3ra menyeluruh di segala lapisan masyarakat sehingga segala bentuk
diskriminasi rasiaf seksual dan abilitas benar-benar *"^dupit perhatian
yang memada-i. Di sisi yang lain, pandangan awa* yu"g terlalu
menyederhanakan HAM perlu pula diluruskan.

t 
Pertanyaan seputar eksistensi Komisi Nasional HAM unfuk setiap negara pada
dasarnya nyaris sama.
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Bila dikaji lebih dalam, rentetan persoalan HAM di Indonesia tidak
sekadar bermuara pada terjadinya pelanggaran HAM dan upaya
penyelesaiannya. Alasannya adalah bila hanya hal itu saja yang dijadikan
alat ukur, maka persoalan HAM hanya akan diukur secara kuantitatif
antara kasus HAM yang terjadi dan jumlah kasus yang diselesaikan.
Perbaikan dan penguatan ciail society, penegakan hukum, re-Proporsi
kekuasaan dan wewenang, pendidikan dan sosialisasi HAM tidak serta

merta menjadikan Indonesia tampil dengan persoalan HAM yang mini-
mal (Department of Foreign Affairs and Trade, 1998: iii; dan 8e11, 7996:

42). Hal itu juga tidak kemudian memudahkan Indonesia dalam
berurusan dengan lembaga atau negara donor, apalagi mencaPai demo-

cratic goaernance. Dengan kata lairy persoalan HAM di Indonesia pada

dasarnya telah berhulu dan berhilir pada tata penyelenggaraan
pemerintahan yang dilakukan.

Persoalan-persoalan mendasar HAM di Indonesian di antaranya

dapat dilihat dari hal-hal berikut ini.

L. Landasan solid HAM

Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di
Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat.
Perubahan pemakaian Konstitusi di Indonesia sejak masa kemerdekaan
menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia. Amandemen
terhadap UUD 7945 barangkali bisa mengarah pada perbaikan jaminan

HAM, namun ahli hukum pada umumnya melihat bahwa UUD 7949

dan UUDS 1950 lebih mengakomodasi jaminan HAM. Dengan kata
lain, sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia
menunjukkan adanya sikap maju-mundur terhadap penegakan dan
perlindungan HAM. Dalam hal ini Lubis (7993) menengarai UUD 7945

hanya memuat beberapa Pasal terkait dengan HAM, UUD 1949

cenderung mengadopsi dan menerima universalitas HAM, UUDS 1950

memperluas cakupan HAM,'dan penggunaan kembali UUD 1945 sejak

Dekrit Presiden 5 Iuli 7959 sebagai langkah mundur dalam penegakan
HAM di Indonesia.

' So"pomo memandang UUDS 1950 ini terlalu progresif, liberal dan berlebihan
dalam melayani HAM (Lubis, 1993: 5).
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Dari kajian historis, kgbanggaan terhadap munculnya pemikiran
{an peneraPan HAM bisa dilacak dari hal-hai yang dilaiukan rakyat
dan tokoh-tokoh nasional dengan pepe (berjernur Ji a"pan Keraton),
perjuangan Pangeran Diponegoro di yogyakarta dan Tjoet Nju, Dien ji
Aceh (menentang kolonialisme), korespondensi Kariini (persamaan
derajad antara laki-laki dan perempuan serta hak mendapat
pendidikan), hingga ke masa yang relatiflebih bersifat kekinian sepfrti
pendirian Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), ratifikasi sejumlah
kovenan yang sebelumnya tidak dilakukan, dan penerapan proses
hukum bagi pelanggar (schw arz, 1999: 4; Cribb dan Bro wn, '1,995: 1-
12; dan Leirissa, 1985: 61-77).

Persoalan perbaikan dan perlindungan HAM yang lain di Lrdo-
nesia muncul dari kontroversi penerapan uu tentang Hernt, gugatan
terhadap eksistensi Komisi Nasionat HAl{ serta p".,uripan hukirniUagi
pelanggar HAM y_ang banyak dipertanyakan 

''uryu.ukat. sebugli
contotr, eksistensi Komisi Nasional HAM mendapui k.itikan kare-na
dibentuk oleh Pemerintah yang sedang berkuasa (aipanaang sebagai
Iips-seraice untuk kalangan internasional), dikhawatirkan hanya rep"rti
lgothless-tiger karena tidak mampu menjangkau pelat,ggur-pelanggar
HAM dari kalangan tertentu, dan bahkan dituntut ,rt,trt dibubaikan
oleh kalangan yang kepentingannya dirugikan. penerapan hukum,
contoh lainnya, menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di
dalam dan di luar negeri. Hasil proses peradilar, pllur,glu.ur, HAM di
Timor-Timur mendapat tanggapan bernada kecewa daii-Komisi HAM
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak atau belum tuntasnya sejumlah
kasus HAM (kasus Thnjung priok, Lampung, DoM di Aceb lonflik
sosial-agama di Maluku, terbunuhnya wartaw an Bernas Syafruddin
(Udin) di Yogyakarta, Peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi
Indonesia "sabtu Kelabu 27 luli", tewasnya aktivis buruh Marsinah,
penembakan _semanggl penghancuran massal Timor Timur,
penembakan di Papua, dan bahkan kasus kudeta tahun lg6s yang
kembali berusaha diungkup) mengindikasikan adanya persoalai
soliditas landasan penegakan HAM di Ir,donesia.

Pada gilirannya, kurang memadainya landasan kuat untuk
jaminan HAM memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran
HAM yang secara potensial akan tetap muncul, irr"Jt ip.* tidik ada
jaminan jrgu bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan
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meniadakan pelanggaran. Pernyataan ini tentunya senada dengan

pernyataan Amnesty Internasional (7994 dan 1998) yang menyatakan

tahwa tidak ada satu negara pun yang terbebas dari persoalan dan

pelanggaran HAM. Namun demikian, klaim yang sesungguhnya lebih

iepat 
-d-isebut 

sebagai kritikan Amnesty Internasional ini tentu tidak

Uoten menciptakan kondisi pemakluman adanya pelanggaran HAM.
Kesadaran kurang memadainya jaminan HAM dalam Konstitusi Indo-

nesia perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan demi perbaikan atau

u*u^d.men demi amandemen jika tetap UUD 7945 yang dipakai

sebagai dasar.

2. Kebijakan antarrezim

Semangat untuk "memanjakan" HAM biasanya hanya

berlangsung pada tahun-tahun awal pergantian atau dimulainya suatu

rezim. Dua tahun pertama suatu pemerintahan baru di Indonesia

biasanya memang memberi janii politik positif terhadap jaminan dan

perliniungan HeVf. Sebagian bahkan menyebut bahwa masa dua

iahun itu slbagai waktu bagi euphoria masyarakat untuk mendapatkan

jaminan HAM-nya sebigai warganegara. Namun demikian,
penyimpangan-penyimPangan terhadap pemberian perlindungan
i+eM cenderung terjadi setelah itu karena berbagai alasan. Dari
kacamata negara, pembatasan HAM tentu disebutkannya sebagai uPaya

untuk menjamin kesafuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan

ketertiban masyarakat. Dari kacamata yang lain, pembatasan dan

bahkan pelanggaran HAM tetap saja tercatat sebagai suatu aib bagi rezim

yang berkuasa dan melakukannya.

Pemusatan kekuasaary selain alasan-alasan di atas, layak disebut

sebagai sumber dari persoalan-persoalan HAM yang ada di Indonesia.

Dekiit Presiden 5 luli 1,959 dan Dekrit Anti-Subversi No. 71'11963,

pelarangan dua partai politik dan pembungkam an Harian Rakiat yang
ierjadi pada jaman Soekarno dapat dipandang sebagai cermin
pelanggaran HAM karena kebutuhan untuk melakukan pemusatan

kekuuiian. Dalam beberapa kasus mungkin tidak terlihat langsung

adanya hubungan antara pemusatan kekuasaan dan tindakan represif

pemerintah. Meskipun demikian bila dicermati lebih dalam, tindakan

iepresif itu tidak dapat dilepaskan dari keinginan Pemerintah untuk
,,tiduk terganggu" (Sam ad, 7999: 773, Crouch, 1988: 346; Southwood
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dan Flan agary 1983: 742-146;Jenkins, 1984:6-12;dan Bhimo dan Widadi,
1.999: 767-1,70).

Pengingkaran HAM yang teriadi pada masa kekuasaan rezim
orde Baru juga menampakkan kecenderungan yang serupa. Dalam
kurun waktu 32 tahun, sejumlah kebebasut 6erserikit dan kebebasan
Pers dicederai, diganggu dan bahkan dimatikan. Selain ihr, interpretasi
terhadap Pancasila (melalui dan dengan nama Demokrasi Pancasila,
Pers Pancasila dan Ekonomi Pancasila) cenderung ditentukan oleh
kekuasaan dan besifat terpusat (cribb dan Browru tggs: j,4s; schwarz,
7999: 24-39 dan 319; dan Aspinall, 1998: lgl-192). Dalam periode orde
Baru ini, Lubis (1993: 756-289) mencatat adanya sembita.r dilema
hukum yang mengganggu penghormatan terhadap HAM di Indonesia.
Kesembilan dilema itu dikategorikannya sebagai politics of regulation,
the denrccracy Pancasila, the dual function of ABRI (dwi fungsi ABRI),
the gradttal cooptatiort, "insiders or outsiders?", effectiae portiripation,
partial participation or pseudo participation, the press Pancasila, from SIT
to SIUPP clan censorship. Dengan klasifikasi atau kategorisasi yang lain
mungkin dapat teridentifikasi j.tga persoalan HAM fu.g aaa ai Indo-
nesia selama jaman Orde Baru.

Tiga jenis pelanggaran mengemuka dan layak catat selama periode
pemerintal'ran Presiden Soekamo dan Soeharto (Orde Baru). Ketiga jenis
pelanggaran itu adalah pembatasan hak berserikat, pembungkutt urt
Pers/ dan terbuluhnya peiajar atau mahasiswa. Hal tLrakhir ini pada
umumnya terjadi pada tahun-tahun akhir masa pemerintahan meieka,
walaupun kenyataan iru tidakberarti bahwa Soekamo atau Soehartolah
yang secara langsung memberi instruksi dan bertanggung jawab untuk
_na] 

itu. Sedangkaq dua pelanggaran pertama sekaiilagi *".egaskan
bahrva pemusatan kekuasaan merupakan latar belakang ier1adinya aksi-
aksi represif itu.

_Hal lain yang dipandang ikut mempengaruhi kebijakan Soekarno
dan soeharto terkait dengan masalah pelanggaran HAM adalah
keterlibatan ABRIITNI di kawasan politik (samad" 1999:113; schwarz,
7999: 75-16; dan Croucb 1988: 24). wilayah sosial dan politik (bahkan
ada yang menamb4ryu dengan'bisnis' sehingga tidak rukudu. menjadi
dwi fungsi melainkan tri fungsi) dipandang memperlebar peluang
militer untuk masuk ke ranah pembuatan kebijakan-keuilakan]
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pelaksanaan dan pengawasannya, hingga justru mendominasi dunia

politik di Indonuriu. S;latan dengan *".t"Fyarczim9:1: Baru, patut

dicatat semangat reoiientasi n ilitur di Indonesia (TNI/Polri) yang

menetapku., plradigma baru "Yartg terbaik bagi rakyat, itulah yanS

terbaik bagi TNI".

Namun demikian, terlepas dari pro dan kontra serta segala kritik

yang diberikan, satu hal palittg potitif dalam usaha penegakan dan

perlindungan HAM yang te4;i Pu-d1T1tu pemerin!+o" Soeharto

adalah terbentuknl,a fottilti Nusio.ul HAM (Human Rights and Equal

Opportunity Commission, 7997 :8-9). Lembaga ini dalam.kenyataannya

menjad.i temfat aduan pelanggaran HAM yang tidak sekadar

menampuflg, namun luga *u*-bi.,tu penyelesaiantt{u' melakukan

penelitian untuk menciri kebenaran serta memberi rekomendasi

lupuau pihak-tertentu untuk melakukan langkah-langkah yang

dipandang tepat untuk memPerbaiki jaminan HAM di Indonesia'

Kecenderungan situasi bisa iadi mulai dan telah berubah pada

jaman pernerintahln Habibie, Gui Dur, Megawati Sokarnoputri dan

sekarang susilo Bambang Yudoyono. Namun harus dicatat ilg-" bahwa

p"rioauftabibie, Gus Dui da. Megarvati Soekamoputri tidaklah selama

periode pemerintahan soekarnJ dut, soeharto, sedangkan periode

pemerintahan susilo Bambang Yudoyono masih berjalan dan perlu

waktu untuk pembuktian rebit tutlr-,t.-Tak dapat diabaikan dan layak

dicatat, kebijalan yang dikeluarkan pada masi Pemer]ntahan Habibie'

Gus Dur cian tvt"gu*lti Soekatt opntti secara positif mgmberi angin

segar dan kekuatan baru untuk peningkatan dan pertindungan HAM

di Indonesia. Situasi positif ini daLm kenyataannyatetap belum berhasil

menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM dan konflik horizota-

tal (sebagai bentuklelangguiu., Hd-f'vf Y1^g kadang dilepaskan dari

p"rspek# Heftf) y".g masih saja terjadi. Dengan kata lut3 pekerjaaan

rumah dalam masalah HAM masih banyak yang harus diselesaikan'

3. Perubahan aktor Pelanggar HAM

Padaperiodetertentu,beragamPflangtul*HAMyangterjadi'
memperoleh liputan dan dipuulitaslkan media massa, cenderung

*undupat perhatian besar dari masyarakat dan, sebagai konsekuensinya

kerap menuai kritik di tingkat lokal, nasional dan internasional, biasanya
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dilakukan oleh kalangan aparatur negara dan militer. Kasus yang terjadi
di Nangroe Aceh Darusallam/NAD (pemberlakuan DOM serta konflik
bersenjata antara TNI/Polri dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM
menurut versi GAM dan Gerakan Separatis Aceh atau GSA dalam versi
TNI dan Polri), di Timor Timur (sejumlah tragedi dan perlawanan
bersenjata; kini memperoleh kemerdekaannya setelah pelakianaan jajak
pendapat) dan Papua (gerakan separatis Organisasi Papua Me;deka-aiau
OPM yang menginginkan kemerdekaan) dapat dipakai sebagai contoh
pernyataan tentang keterlibatan aparafur negara dan militer.

Laporan media massa cetak dan elektronik di Indonesia dan peran
media massa dalam mengemgkat pelanggaran-pelanggaran oleh military-
state apparatus memang cukup leluasa pada masa sekarang, utamanya
sejak rejim Orde Baru tumbang: Laporan Kontras pada tahun 2000
yang dikutip Kompas, sebagai contoh, menyebutkan bahwa militer
terlibat dalam 207 kasus pelanggaran dengan 13L kasus di antaranya
terkategori sebagai pelanggaran serius (Kompas Cyber Media,6 Oktober
2000). Hal itu direspon secara positif dan dengan beragam kebijakan
operasionalnya di lapang"n, militer Indonesia kemudian mencoba
membenahi hal ini. Terliput di media massa misalnya, bekal panduan
HAM diberikan kepada prajurit-prajurit yang diterjunkan ke suatu
daerah konflik, paradigma TNI diubah ke paradigma yang lebih santun
dan sikap militer ke kalangan sipil nampakryu jrgu melunak.

Namun demikian, kecenderungan menurunnya pelanggaran
HAM yang dilakukan militer dan aparatur negara tidak serta merta
menurunkan jumlah pelanggar€u:t HAM di Indonesia. Berbagai tindak
kekerasan terus berlangsung dan ironisnya ada yang membuat
pernyataan kalau terjadinya tindak kekerasan itu dapat dimaklumi.
Perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan dengan mudah dapat
disulut menjadi ajang adu massa, adu kekuatary adu fisik dan tuntutan
peniadaan. Artinya jika aparatur negara dan militer berusaha bersikap
dewasa dalam masalah HAM, sejumlah individu dan kelompok justru
berubah diri dengan "memanjakan" kekerasan, ketidaksantunannya
dan ketidakdewasaan berpikir dan sikapnya, dengan mengatasnamakan
"keyakin an" .

Arti lebih juth dari kenyataan baru itu adalah munculnya aktor-
aktor pelanggar HAM lainnya sehingga memperpanjang deretan
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pelanggaran HAM di Indonesia. Angry mlbs serta Sroup dan personal

ibutrit- 
^emberi 

pelangi kategori pelanggar HAM. Sebagai contoh,

massa yang menduduki kantor sebuah penerbitan sehingga pekerja

media iiaut dapat bekerja secara maksimal dan ProPorsional pada

dasarnya sama d-engan kesalahan aparatur negara pada *_Tu lalu. Pelaku

kejahaian yang teitangkap, dipukuli dan kemudian dibakar hidup-
hidup, t"Uugii contoh yang lain, menunjukkan hak asasi untuk
kehidupan begitu mudah dirampas oleh orang di luar aparatur negara

dan militer. Hal yang terjadi di Indonesia seperti itu nampaknya

memberi potret betapa mudahnya hak asasi "dikebumikan" oleh

beragam uktor. Sekaligus ini menggarisbawahi pernyataan Bayefski

(I99/:74-75)yang *"ns1r,yalir adanya perubahan aktor pelanggar HAM

meskipun ulisat',-pelanggaran sebenarnya tidak mengalami perubahan

,".u.u substansiai lUaci'-t".guttggu atau terancam kepentingannya)'

4. Fokus besar dan keterlambatan

Hal umum yang sebenarnya kurang tepat diterapkan adalah

bentuk pemahaman dan kesadaran untuk menghormati nilai-nilai HAM
di Indonesia yang sering terjebak pada persoalan ukuran atau besaran.

Pelanggaran ffatr{ diukur secara kuantitatif atas dasar besaran jumlah

korbailtingkat kekejian dan cara pelanggaran itu dilakukan serta aktor

dan dalang auUrn kasus pelanggarein itu. ArtiflYa, kasus pelanggaran

HAM akan cenderung ,Ciioroti dan ditangani lebih serius bila jumlah

korban, jenis tindak p"tu.rggaran dan aktor pelakunya terkategori berat

dan memenuhi kelayakan muat di media massa. Hal ini tentunya jtgu
berkait dengan orientasi dan tolok ukur media dalam memberitakan

kasus pelanggaran Yang terjadi.

Hal yang seperti digambarkan di atas seakan abai pada persoalan

nyata dari nitai-nilai HAM yang teringkari. Persoalan dan pelangga_ral

klcil sekalipun mestinya tetap dipahami sebagai sebuah persoalan hak

asasi *utr.tiiu d"i Indonesia. Selain itu, bentuk pelanggaran HAM-nya
harus dipandang sebagai suatu kesalahan yang layak dan harus dibenahi.
pengabiian pada pelanggaran hal-hal kecil di sekitar masyarakat

biaslnya *".,i"di piito, of condition dan tanpa disadari bisa meningkat

sedikii demi sedikit. Konsekuensinya, ketika pengabaian menjadi besat,

impunity berkecenderungan terjadi. Akibat lainnya, kesadaran atas

terjadinya pelanggaraan akan datang terlambat dan rentetan akibat ini
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9em.a\in paniang saat penanganannya meniadi semakin berat, hingga
ke titik "sudah terlalu terlambat,,.

agai:g"!o,h, apa bedanya antara kematian seorang pencopet
di jalanan setelah dibakar massa dan tewasnya sebelas orang *urgu sipil
karena sebuah operasi militer yang salah menerjemahkan p"1i.,tut
komandan? Dari sisi kuantitas jelas, satu orang yanA harus
dibandingkan dengan sebelas 

-orang 
sebagai korban. Da"ri ltniun yang

lain, pencopet dipanciang lebih banyali merugikan keamanan- dan
kenyamanan masyarakat daripada sebelas *u.g" sipil yang bisa jadi
justru berperilaku baik. Ukuran yang lain lagi memakii tt usru yang
dibandingkan de'gan militer sebagai aktor petanggar HAM. Namui
demikiao perilak' massa yanq menghakimiieot;g pencopet hingga
tewas sangat layak untuk ditindaklanjuti. Tidak ada alisan bihwu yi"g
dibunuh hanya satu orang, seorang pencopet, atau korban 

-dar]

kebrutalan massa.

Bila hal seperti itu dibiarkary secara tidak langsung akan terjadi
penularan yang,keliru dengan mendasarkan diri pida penghakiman
s:91ang pelaku kejahatan di jalanan oleh massa. Hal yang Jama bisa
dilakukan di daerah lain dengan alasan yang sama. Renietai lebih jauh,
kejadian-kejadian serupa akan terjadi di daerah lain der.rgan frekuensi
yang semakin meningkat yang pada gilirannya akin membuat
masyarakat terbiasa dengan keadaan ifu.

- Dengan- memaka_i pengertian sebariknya, seberapa kecil
sebenarnya pelanggaran HAM bisa ditolerir? Tidai ada. Tidak satu pun
_b_"i*k pelanggar?n \ecil yang terkait dengan HAM dapat ditolerir.
Hal ini berlaku jika Indonesia benar-betlui ingin *"n"gukkan dan
memberi perlindungan I{AM secara maksimil kepada rakyatnya.
Pemahkah terbayang suatu bentuk pengaduan pelanggu.un HAu oieh
seorang ibu siswa Sekolah Dasar yang datang ke Xomisi Nasional HAM
"hanya" karena anak laki-lakinya ditolak sait akan ikut bermain dalam
permainan anak-anak perempuan sebayanya? Kemungkinan besar, di
Indonesia, pelan_ggaran seperti itu tak peinah terpikii sebagai suatu
pelanggaran HAM.

5. Topeng penyelamatan demi Indonesia

Persoalan HA\I {apat pula berasal dari "kultur" pendantaan negeri
yang disadari atau tidak telah terjadi di lndonesia. Kebanggaan pencirian
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terhadap kekhasan Indonesia seak€u1 membentengi nilai-nilai universal

HAM untuk diterapkan. Memang harus diakui bahwa tidak semua

nilai bisa diterapkan adalah sebuah keniscayaan, namun berlindung di

balik topeng yang bernama "for the sake of Indonesia" Pt^ tidak selalu

bisa dan boleh dilerapkan. Termasuk dalam hal ini adalah penolakan

nilai-nilai HAM hanya karena alasan " demi Indonesia" .

Masalah " demi Indonesia" memang layak mendapat pembelaan

dan dukungan tentunya hanya bila secara substansial terkait dengan

nilai keindonesiaan secara menyeluruh. Namun hal ini menjad! sllah

bila alas an " demi Indonesia" sebenarnya hanya menjadi kedok dari

aktivitas sebuah kelompok atau topeng dari kepentingan tertentu yang

bila ditelusuri bermuira pad.a masalah Pemusatan kekuasaan dan

keengganan untuk menerima kritik dari pihak lain. Dengan kata lain

lagi,lEncirian Indonesia hanya dipakai untuk menyelamatkan diri bila

teibukti melanggar atau tidak *"^"^.thi standar internasional dalam

penegakan nilai-nilai hak asasi manusia yang digariskan Perserikatan

Bangsa-Bangsa.

sesungguhnya bila kelima persoalan perlindungan dan

penegakun ftAVt dilndonesia di atas ditautkan, akan dapat mengantar

padaiel.tmlah persoalan mendasar HAM yang kemungkinan juga terjadi

di ,r"gu.u-r,"guru lain. Di antaranya adalah persoalanuniaersalism versus

p ar tiJularism" dan r elatiaism, permasalahan tentang j aminan konstitusi

dan undang-und.ang, kepincangan antara tataran aturan dan

pelaksar,uui di lapangin, seita kesulitan-kesulitan dalam

,rr".rgupayakan keteilibitu., Indonesia dalam mencapai standar

interiasional HAM. Namun di tengah keterengah-engahan Indonesia

membenahi kondisi HAM yang demikian, hal ini menjadi semakin sulit

ketika harus disertai pula dengan langkah lain yang iak jtgu ringan

dalam bentuk perwuju d,an good Soaernance dan pelaksanaan demokrasi

guna -".r.upui democratic goaernance. Terasa menyesakkan, meskipun

Iak salah, keiika upaya ke arah itu harus dikaitkan dengan persyaratan

untuk mend apatkan bantuan dan bukan dalam posisi seimbang untuk

menunjukkan political stances Indonesia di percaturan internasional.

Penutup

Seperti telah disinggung di depan, democratic goaernance sebagai

remedi untuk negara-negara yang berada pada keadaan kritis memiliki
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beberapa keterbatasan yang harus bisa dengan tepat disiasati. Sejumlah
keterbatasan itu adalah , p€rtama, bersamu rn.tn.ri.,yu issuesdan kondisi
transisi yanq lain, konsep democratic goaernance akan mendapat
perlawanan karena dirasakan sebagai tekanan dan bukan karina
kebutuhan. ArtiflYa, secara psikis democratic goaernance harus sengaja
dibenfuk sebagai suafu prasyarat atau usaha memenuhi standar for-
mal dalam Percaturan internasional danbukan karena sebuah keyakinan
murni atas nilai dan manfaatnya. Namun demikian, hal ini dirasa lebih
baik mengingat tanpa adanya "tekanan" semacam itu, perwujudan
deryocratic gotternance akan ditakukan sambil lalu atau cenderung
diabaikan.

Kedua, perlawanan terhadap democratic goaernance jrgu
berpeluang terjadi bila ruang cakupannya berubah atau mengalairi
pergeseran. HAM yang sempat menjadi prioritas, sebagai contoh,
tergeser oleh issue terorisme ketika terjadi sejumlah tindakan teror yang
mengakibatkan Amerika Serikat dan Australia menjadi korban. Dengan
kata lain, pembenahan masalah HAM untuk menuju tercapainya
democratic goaernance harus diberi tambahan beban, atau seUaHtnya
justru dikesampingkan dulu, dengan issues lain yang lebih dekat dengan
kepentingan negara donor pemberi syarat democitic goaernance.

Ketiga, jika HAM dipandang memiliki karakter universal dan
internasional, good goaernance mlrngkin belum sampai kepada
pandangan sebagai nilai yang universal. Artiny a, democratic gortr'nong
yang ditumpukan pada tiga hal dalam persyaratan hubungan donor-
resipien tidak sepenuhnya akan bisa diikuti karena usaha memenuhi
Persyaratan di ruang-ruang lainnya tidak memiliki kecepatan yang sama
dalam perwujudannya. lndonesia dalam hal ini masih dan perl.i t"r.,,
mencari eksistensi democratic goaernance-nya karena tigi ruang di
dalamnya pun masih memerlukan pembenahan. Hal lain- yang layak
dicermati dalam terpenuhinya persyaratan itu adalah tarik menirik
antara kondisi nyata (yang bisa dirasakan masyarakat) dan klaim
keberhasilan (yang cenderung dikedepankan penguasa).

Keempat, copy program dari penerapan good goaernq.nce d,ari safu
negara ke negara yang lain kemungkinan justru menghasilkan pemujaan
terhadap progrlm itu, tanpa diikuti pemahaman untuk *"ny"rup dan
meneraPkan substansinya di setiap tingkat pemerintahan."Sejumlah
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variabel tentunya harus dicermati agar PeneraPan Program yang
,,diimpor,' itu J"p"t diterapkan secara tepat tanPa mengingkarinya bila

memang pantas dan t arut dit"tupkT.Sdkulasi terhadap Prcgram yang

harus diterapkur, aur, variabel-variabel tempatan mutlak dilakukan agar

democratic goaernance yang ditargetkan memperoleh penerimaan yang

hakiki.
Kelima, koverasi media massa tidak akan banyak membantu

persebaran dan penerim aan good Soaernance, demokrasi, HAM dan

hingga ke demoiratic gorrrrirce klrena agenda media dan agenda

publik ...rd"r,r.g u.dft tidak terlalu *"tip".hatikannya' Persoalan

riil di dalarn *u"ryu.ukat rnenyebabkat puititipasi masyarakat dan

partisipasi media untuk membantu tercapainya- democratic goaernance

menempati posisi kesekiur, set"tuf, seiurnlah tebutuhan mendasar di

dalam masyarakat terp"r1r.,hi. Arti te6*, iuth lagi,.partisipasi media

dalam kaitannya dengan uPaya mencaPai democratic goaernances tetap

mengalami klsulitJn di;; *"r,g,rbah audiens Pasif menjadi

warganegara Yang aktif '*****
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